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indicate that the use of standard Indonesian plays a crucial role in ensuring
legal certainty, preventing ambiguity, and strengthening juridical
DOI: 10.62335 argumentation in indictments.

dakwaan, kejaksaan tinggi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penggunaan Bahasa
Indonesia baku dalam penyusunan surat dakwaan di Kejaksaan Tinggi
Gorontalo, khususnya terkait kejelasan makna, ketepatan struktur, serta
efektivitas komunikasi hukum. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi
dokumen terhadap sejumlah surat dakwaan, wawancara dengan jaksa
penyusun dakwaan, serta observasi proses penyusunan surat dakwaan.
Data dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan
kesimpulan untuk melihat pola penggunaan bahasa dan implikasinya
terhadap kualitas dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penggunaan Bahasa Indonesia baku berperan penting dalam
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memastikan kepastian hukum, mencegah ambiguitas, dan memperkuat
argumentasi yuridis dalam surat dakwaan.

LATAR BELAKANG

Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional sekaligus bahasa resmi negara yang berfungsi sebagai alat
komunikasi, pemersatu bangsa, pengembang kebudayaan, serta identitas nasional. Bahasa Indonesia
memiliki kedudukan tinggi dalam perumusan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan,
kontrak, dan dokumen resmi lainnya. Bahasa hukum harus menggunakan Bahasa Indonesia yang
baku, jelas, dan tidak multitafsir, sebab sedikit saja kekeliruan dapat menimbulkan perbedaan
penafsiran yang berakibat pada ketidakpastian hukum.

Dalam ranah hukum, Bahasa Indonesia memiliki peran yang penting dan strategis dalam penyusunan
surat dakwaan di kejaksaan tinggi. Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan dalam hukum
acara pidana yang disusun olek jaksa penuntut umum. Bahasa Indonesia dalam bidang hukum pada
dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, kejelasan Bahasa ini sangat penting karena
surat dakwaan akan menjadi acuan bagi hakim dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan.

Kejaksaan tinggi Gorontalo menggunakan Bahasa Indonesia yang baku, jelas, dan tidak bermakna
ganda, ini diperlukan untuk menjamin kepastian hukum terutama dalam merumuskan unsur-unsur
tindak pidana dan kronologi perbuatan dalam dokumen hukum. Dokumen hukum yang di maksud
salah satunya yaitu surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan bentuk resmi perumusan perbuatan
yang diduga dilakukan terdakwa, yang disusun secara cermat dan jelas oleh jaksa penuntut umum
berdasarkan hasil penyidikan. Karena surat dakwaan yang tidak jelas, kabur, dan ambigu berpotensi
merugikan terdakwa serta bisa menyebabkan dakwaan batal demi hukum. Keberadaan surat
dakwaan bukan sekadar dokumen tetapi merupakan instrument yang menentukan arah proses
peradilan, menjaga keseimbangan, serta menjamin kepastian hukum. Oleh karna itu, penggunaan
Bahasa yang terstruktur dengan baik, tidak ambigu, dan sesuai dengan aturan Bahasa yang berlaku
sangat penting agar semua isi dokumen dipahami dengan tepat oleh semua pihak. Penggunaan
Bahasa baku di Kejaksaan Tinggi Gorontalo memastikan surat dakwaan memenuhi syarat-syarat
yang di wajibkan oleh hukum, sehingga memberikan kekuatan hukum yang tidak dapat diragukan di
hadapan persidangan.

Penelitian ini akan memperdalam pemahaman Kkita terkait pentingnya peran Bahasa Indonesia baku
dalam penyusunan surat dakwaan sehingga kita dapat mengetahui ketentuan-ketentuan peran
Bahasa Indonesia baku dalam pembuatan surat dakwaan di Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Ini akan
menjadi landasan kita dalam pengembangan penggunaan bahasa yang teliti, terang, tegas dan tidak
bermakna ganda. Tanpa peran Bahasa Indonesia baku, dakwaan rentan samar dan menyulitkan
pembuktian di sidang dan kebebasan melepaskan pembela.

METODE PENELITIAN

Jenis peneltian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Menurut Moleong (2005:4), pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian
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dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka. Data-data
tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi
pribadi, catatan, atau memo dan dokumentasi lainnya. Tujuan penelitian deskriptif untuk
menggambarkan, menjelaskan, dan memaparkan secara sistematis, faktual, dan akurat yang terjadi
di kejaksaan tinggi Gorontalo, sedangkan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam
dari sudut pandang partisipan dalam mengumpulkan data melalui wawancara secara langsung di
Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

Menurut Sugiyono (2020) di halaman 105, ada empat teknik utama pengumpulan data dalam
penelitian, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi (gabungan), yang digunakan
untuk memperoleh data yang akurat dan relevan. Dalam penelitian ini kami melakukan observasi
secara langsung di kejaksaan tinggi Gorontalo, kemudian melakukan wawancara dengan informan,
serta dokumentasi yang jelas sebagai bukti dan data penelitian yang akurat. Melalui proses ini,
peneliti menganalisis penelitian yang telah dilakukan untuk menghasilkan informasi serta
Kesimpulan yang akurat dan terstruktur.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Surat dakwaan di kejaksaan tinggi bertujuan untuk memahami bagaimana proses penyusunan
dakwaan dilakukan sesuai dengan aturan hukum dan standar penuntutan yang berlaku. Dalam
penelitian ini, peneliti menyajikan hasil wawancara dengan salah satu pegawai di Kejaksaan Tinggi
Gorontalo sebagai informan penelitian. Menurut Lexy ]. Moleong, Wawancara adalah percakapan
dengan maksud-maksud tertentu antara dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan
pertanyaan dan narasumber yang menjawab. Maka dari itu wawancara merupakan salah satu
metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari
narasumber melalui proses tanya jawab. Untuk memperjelas hasil penelitian maka peneliti
menganalisis hasil dari wawancara yang kemudian di susun menjadi subtopik sebagai berikut :

1. Penggunaan Bahasa Indonesia baku dalam penyusunan surat dakwaan di Kejaksaan
Tinggi Gorontalo

Penggunaan Bahasa Indonesia baku dalam penyusunan surat dakwaan di Kejaksaan Tinggi
Gorontalo sangat penting karena merupakan aspek untuk menjamin kepastian hukum dan
kejelasan isi dakwaan. Sebagai dokumen resmi yang menentukan arah proses peradilan pidana,
surat dakwaan harus disusun dengan pilihan kata yang tepat, struktur kalimat yang efektif, serta
konsistensi istilah hukum agar tidak menimbulkan multitafsir. Jaksa penuntut umum di Kejati
Gorontalo umumnya mengikuti standar nasional Kejaksaan R, seluruh proses surat dakwaan di
pantau oleh pusat dalam hal ini kejaksaan agung melalui website SIPD RI. Dalam sistem ini, setiap
dokumen dan laporan harus menggunakan Bahasa Indonesia yang baku, jelas, dan konsisten, agar
informasi dapat dipahami secara tepat oleh seluruh pihak yang mengaksesnya.
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2. Konsekuensi hukum jika surat dakwaan tidak disusun menggunakan Bahasa Indonesia
baku

Surat dakwaan yang tidak jelas dan menggunakan istilah yang tidak tepat atau memiliki struktur
kalimat yang membingungkan dapat menimbulkan multitafsir sehingga unsur-unsur tindak
pidana tidak tergambar dengan tegas. Dalam praktik peradilan, dakwaan yang kabur dapat
diajukan keberatan oleh penasihat hukum terdakwa melalui eksepsi. Jika keberatan tersebut
diterima hakim, dakwaan dapat dinyatakan batal demi hukum sehingga proses persidangan tidak
dapat dilanjutkan dan jaksa harus menyusun dakwaan baru. Kondisi ini tidak hanya
memperlambat penegakan hukum, tetapi juga dapat melemahkan posisi jaksa penuntut umum
karena dakwaan dianggap tidak memenuhi syarat formal maupun materiil sebagaimana diatur
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di kejaksaan tinggi Gorontalo
terdapat tata cara penyusunan surat dakwaan yang tidak boleh di langar sehingga dalam proses
penyusunan surat dakwaan akan terstruktur dengan akurat dan jelas.

3. Faktor penyimpangan Bahasa Indonesia baku dalam penyusunan surat dakwaan

Salah satu faktor utama dalam penyimpangan Bahasa Indonesia baku adalah kurangnya
pemahaman atau penguasaan jaksa penuntut umum terhadap kaidah bahasa baku, termasuk
ketepatan diksi hukum, struktur kalimat efektif, dan aturan PUEBI. Selain itu, pengaruh bahasa
sehari-hari atau dialek daerah, seperti bahasa lokal yang umum digunakan dalam komunikasi di
lingkungan Gorontalo, dapat memengarubhi pilihan kata dan gaya bahasa dalam penulisan formal.
Faktor lain adalah beban kerja dan tekanan waktu, yang membuat penyusunan dakwaan
dilakukan secara cepat sehingga aspek kebahasaan kurang diperhatikan secara detail. Minimnya
pelatihan kebahasaan dan pembaruan informasi terkait istilah hukum juga dapat menyebabkan
ketidakkonsistenan dalam penggunaan terminologi.

4. Perbedaan Bahasa baku dan non-baku memengaruhi validitas dokumen hukum dan
konsistensi norma pidana

Dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap validitas dokumen hukum serta konsistensi norma
pidana karena bahasa merupakan instrumen utama dalam menyampaikan unsur-unsur tindak
pidana secara jelas dan terukur. Bahasa baku dengan struktur kalimat yang sistematis, pilihan
diksi yang tepat, dan kepatuhan pada kaidah ejaan, memastikan bahwa dokumen hukum seperti
surat dakwaan tidak menimbulkan ambiguitas yang dapat melemahkan kekuatan yuridisnya.
Sebaliknya, penggunaan bahasa non-baku yang cenderung informal, tidak konsisten, atau
bercampur dengan bahasa daerah dapat menimbulkan ketidakjelasan makna sehingga unsur
delik mungkin tampak tidak lengkap ataupun tidak terbukti secara jelas. Kondisi ini dapat
memengaruhi penafsiran hakim, membuka peluang eksepsi dari pihak terdakwa, hingga
memungkinkan dakwaan dinyatakan batal demi hukum karena dianggap tidak memenuhi syarat
formil. Oleh karena itu, konsistensi penggunaan bahasa baku dalam perumusan norma pidana
tidak hanya menjamin validitas formal dokumen hukum, tetapi juga melindungi hak asasi warga
negara dari penerapan hukum yang sewenang-wenang dan memastikan bahwa setiap orang
dapat memahami dengan jelas perbuatan apa yang dilarang dan sanksi apa yang akan dihadapi
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jika melanggarnya.
5. Mekanisme quality control di kejaksaan tinggi Gorontalo

Quality Control (QC) atau Pengendalian Mutu adalah proses sistematis untuk memeriksa, menguji,
dan memantau produk atau layanan agar sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan.
Berdasarkan data wawancara, mekanisme quality control dalam penyusunan surat dakwaan di
Kejaksaan Tinggi Gorontalo terkonfirmasi berjalan secara hierarkis sesuai Standar Operasional
Prosedur (SOP). Proses validasi ini dilaksanakan berjenjang, dimulai dari penyusunan draf oleh
Jaksa Penuntut Umum (JPU), pemeriksaan substansi oleh pejabat struktural, hingga persetujuan
akhir oleh Asisten Tindak Pidana Umum. Selain pemeriksaan naskah, diterapkan pula mekanisme
gelar perkara (expose) sebagai instrumen untuk menguji konstruksi hukum sekaligus memastikan
ketepatan penggunaan bahasa agar memenuhi syarat formil dan materiil.

PENUTUP / KESIMPULAN

Bahasa Indonesia baku memiliki peran penting di kejaksaan tinggi Gorontalo karena menjadi alat
komunikasi resmi yang menjadi kejelasan serta ketepatan dalam berbagai dokumen hukum serta
proses penegakan hukum. Penggunaan Bahasa Indonesia baku bukan sekadar formalitas tetapi
merupakan bagian dari Upaya menjaga intergritas proses hukum sehingga dapat mengurangi
potensi ambiguitas dan kesalahan tafsir. Terutama, dalam penyusunan surat dakwaan sebagai
dokumen hukum yang menentukan arah suatu proses pengadilan. Surat dakwaan di susun secara
jelas, sistematis, dan bebas dari ambiguitas, sehingga setiap delik yang didakwakan dapat dipahami
secara tepat oleh hakim, terdakwa, maupun pihak-pihak terkait. Dalam praktik penegakan hukum,
ketidaktaatan pada kaidah Bahasa dan penggunaan istilah yang tidak tepat dapat menimbulkan
multitafsir. Maka dari itu peran Bahasa Indonesia baku sangat penting dalam penyusunan surat
dakwaan di kejaksaan tinggi Gorontalo. Dengan demikian peran Bahasa Indonesia baku menjadi
instrument utama yang menjamin ketelitian hukum serta kepastian prosedural sehingga proses
penegakan hukum dapat berjalan efektif, adil, dan akurat.
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